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BAB I
PENDAHULL]AN

Hak asasi manusia rrenjadi pembicaraan penting setelah peratlg Dunia Ii dan

pada au,ainya dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa talttttt 1945. Istilah HAM

sebagai pengganti rstilah Naturcrl llights ( hukum alam ). karena kolisep hukuin alam

yang berkaitan derrgal hak-hak alam rnen-iadi kontroversial FIak asasi trianusia yag

dipahami sebagai natur*l rights merupakan suatri kebutuhan dari realita sosial yang

bersifat nniver-sial, namull daiarn pet'ialanatnva telah rnengaianti perubaltan-

penrbahan rnendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-plaktik sosial di

iingkungan kehidupan itasyarakat 1uas.

Arvalnya hak asasi rnanusia berada di negara-neuara tra.iu. natnrin sejalan

dengan perkembangan tektologi dalarn transportasi dan teiekomunikasi, nraka negara

trerkernbang sepertr Indonesia yattg sudah rneniadi anggota Perserikatan Baugsa-

Bangsa mau tidak rnau harus rnenerirnanva turtrik rrelakLrkan ratifikasi instrumen

HAM intemasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945, serta budaya baugsa lttdottesia.

Pelaksanaan HAM di lndonesia sebenamva dalam ULID 1945 sudah tersltrat,

nafi]un beluni tercantrim secara nvata. Setelah DPR dan IvIPR rnelakukan atnandemen

I sarnpai i\i Undang-Undang Dasar l9-15. peranrran tentallg HAM tercantum pada

pasal 28 A sld 28 J. Pada hal kalau dilihat dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

pasal-pasal tentang HAfu{ sudah pernah tennuat dalarn Undang-lJndang Dasar

Sementara tahun 1950 secara lengkap. nalnun karena honstitrrante yang terbentuk

melalui pernililian Lunrrm tahun 1955 dibubarkan berdasarka Keputusatt Presiden

Nomor 150 tahun 1959. tanggal 5 Juli I959 sehingga secara otornatis pemerintahan

bangsa indonesia kernbali pada Undaug-Undang llasar 1945.

Berbagai pihak telah berusaha rmtuk rnelengkapi UUD t 945 yang

berhubungan dengan IIAM, raisalnya MPRS pada sidang-sidang awal Orde Bani

telah menyusun Piagarn Hak-Hak Asasi lr,kinusia dat hak-halc, serta kewajiban rvarga

negara. MPRS sudah rnenyatnpaikan Nota MPRS kepada Presiden dan DPR



berkairan dengan Hak Asasi Marusia, namun karena berbagai kepentingan pr:litik

pada saat itu. akhirn-va Piagain tersebut tidak dapat diberlakukan. Ralikan ada

kecendrungan pemerintahan Orde BarLr pada saat itu bersikap anti terhadap Piagam

HAM, yang rruna pemerintah beranggapan bah*,a HAIvI sudah diatur dalarn

berbagai perahrran dan perundatig-undaugan. N'Iasa penienutahan Orde Baru,

demokrasi tidak berjaia* dengan baik, misalnva tidak irarnpak adauya kebebasan

dalarn mengemukakau pendapat di muka umur]r. kebebasa pers. kebebasan dalam

berorganisasi, kebebasan berpolitik dan sebagainva Hanva kepentingal-kepentingan

politik golonganlah yang dominan, seirrngga gerak-genk masvarakat terbatas oleh

kekuatan pclitik dan kekuasaan {rniliterisnre). Akan tetapr untuk kepentingan bangsa

dan urasyarakat Indonesia sebagai anggota PBB. rnaka Piagam PBB dan Deklerasi

{Jniversal HAM, serla untuk perlindrur--uan" kerna.juan. dan penegakan HAM sesimi

dengan prmsip-prinsip btdava bangsa Indoesia r ang berdasarkan Pancastla dan UIJI)

1945 serta ltukum yang berlaku, pernerintah rnenetapkan : l) Undang-Undang No. 7

tahun l984 tentang Pengesahau Konvensi \{engenar Penghapusail Segala Bentuk

Diskrinrinasi Terhadap \fu'anita,2) Keputusan Presrden No. 36 tahun 1990 tentang

Pengesahan Hak-hak Anak,3) Kepres No. -<0 tahun i993 tentang Komisr Nasional

Hak Asasi Manusia.

Untrrk niertgobati rasa kekeceu'aan rakvat indonesia terhadap Piagarn HAiU,

rnaka MPR pada sidang lstimeanla tanggal ll Nopember 1998 rnensahkan

Ketetapan MPR Nornor VII;MPR i998 r'an-s menugaskan pada Lembaga-Lembaga

Tinggi Negara dau selunrh aparanlr penterintah dapat menghonnati, menegakkan dan

menyebarluaskan petrahatnatt titengenai Hak Asasi Manusia pada selurulr masyarakat

Indonesia ( Muladi.2007: "i ). Bahkan petnerintahan sipil pada saat itu sangat

ilterespon keputusan MPR dengarl mengesahkan beberapa lJadang-Undang },'ang

berkaitan deitgan hak asasi rnanusia di Indonesia, antara lain : t) UU No. 29 tahun

1999 tentatrg Konvensi Irtternasional tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskrirninasi Rasial 196-5, 2) UU No. 39 tahuri 1999 tentatg Hak Asasi ManLrsia, 3)

UU No, 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun



inpiementasi dari perundang-undangan 1,artg berkaitan dengau I'IAM satrpai saat ini

rnasiir banyak kendala, akan tetapi pemerintahan sekarang (sejak refonnasi) sudah

lehih baik dari rnasa sebelum reforrnasi.



BA[i Ii
IMPI,EMENTASI HAK ASASi h4ANTJSiA

( FIAM ) Di INDONES1A

A. Konsep Hak Asasi Manrisia

Sejak pernerintaltair era Orde Larna mar.lpurl Orde Baru, cleurr:krasi yang

sesiinggtrhtrl'a tidak terlaksana sepe(i telah cligenrbar-gernborkan dari sejak
irlegara Indonesia ueldeka, clau sesuai dengan irakekat dasar ilari pancasila rla*
Undang-Uitdan-u Dasar 1945. narnun banr pada era refnrrnasilah dernokrasi mulai
ttalnpak dengan jelas. Dernokrasi sesungguhn-va trukan suatu sisterri politik r,,ang

paling L:aik. akan tetapi sistern politik ciemokrasi lelriir baik brla kita bandilgkan
dengan srstem poiitik vang Iainnya. paling tidak sistern polirik dernokrasi
merupakan sistern politrlt Yang mendukung upaya manusia untuk rneu,ujuclkan
keadilan, kellebasan, dan kesetiakar.l,anan sosial. Perlvujudan ciari lilai-nilai
terseb*t mernpakalt bagian integlal dari upal'a inanusia untuli memenuhi martabat
ketnattustaannya. Bahkan pada era gloirai, dernokrasi nierupakan sistem politik
vang secara hakiki lttendttkuttg upa]"a pelinduugern hak-hak asasi uranusia

Hak asasi rnauusia adalali seperangkat hak 3;ang iriejekat pada hakekat dan
keberad;nn manusia sebagai rnahkiuk frihan Yang Maha Esa dan rnelrpakan
arritgrah-Nva yang u'ajib drirorurati, rlliunlung tinggi r1an dilindungi olel ,legara"
litlkum, pemenntajr, datt setiap oran{r derni keirorunatan serta per-lindnngan harkat
dan nrartabat rnanusia ( UU HAh4 No.39 Th.ig99. ilab I, pasal i). Seda,gkan
menrrut Fletrdannin Ranadu'eksa (2002) rnemberikan clefirrisi telltang hak asasi
rnanusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuanlatrran untuk melitrdringi
warga llegara dari kernungkinan penindasan, pemaslulgan. rlan pembatasau ruailg
gerak warga llegara oleh negara (Ranadireksa (2002) dalarn Muladi. 2007.3g)
Nalrittn Maliftrd MD (200i.127) rnengungkapkan bahu.a hak asasi rnanusia dapat
drar"tikan sebagai hak i'311g nelekat parla rnartabat manLrsia sebagai rnahkl*k
ciptaan Tuhat, dan hak tersebut cli barva rnanrsia sejak lahir ke rnuka bu*i



sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), serta bukan rlerupakan pemberian

rrianrrsia alarr negara.

Setelah dLrnia mengalaini dua kali peraug dunia^ r,ang hampir rnelibatkan

seh"ruh dunia, dirnana hak&ak asasi lnalusia direndahkan. diinjak-injak, bahkan

tidak diirargai sarxa sekali. sehingga tinbul kernginan rintuk rnenrnruskan hak

asasi rnanusia itu dalarn suatu naskah internasional, [.isaha ini. pada tanggal 10

I)esetnber 1948 berha.sil mencetnskan penrvataan sedunia tentairg hak asasi

nrannsia (bniversal Deckrution of Haman Righs) oleli negara-negara yailg

tergabung dalarn Perserikatan l3airgsa-Bangsa (PBB) di Paris.

Sebtrah pernyataall atan i iagam l-lniversal Declaratiotr of lluman Rights

hanya bar-n mengikat secara inotal, narrlln belurn secara t'uridis (ltitkurn). I'etapi

sekalipun belurn rnengingat secara yuridis, elokruren ini rnernpunl,'ai pengamh

rnoril, politik dau edukatif 1,ang sangat besar. Artin5.,a dokurnen {iniversal

Declaration of llnrnan Righ{s tersebut dapat rnelarnbangkan "Commitment"

moril dari dunia internasiottai pada iloilra-ilorn:a dan hak asasi nianusia.

Pengartrir tncril dal politik dari Llniversal lleclarstiott o.f Humtn r?lgllls ini

terbukti sering disebutnya dalarn keputrisan-keputusan hakrm. uirdang-undang

atanpur Lrndang-undang beberapa negara, apalagi oleh Perserikatan Bangsa -
Batrgsa {Rudiardjo, 1998 : 124)

Agar pernvataan,/piagan Universal tleck$ntion of Hunrun Rights itu dapat

mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral.

yakrri pada tanggai 16 Desember 1966 lahirlah Covenant dari sidang untum PIIIJ

yarg mengikat bagi negara-lregara yang urerativikasi Covenunr ( peljar{ian )
yang intinya tnetnuat : a) perjanjian tentang hak-hak ekonorni. sosiai, budar-a

{Covenant ofi econofiric, socieil afitl utltural rights)^ rnel}1uat }ral-hal sebagai

berikut ; hak atas pekerjaan (pasal 6), liak untuk membentuk serikat pekerja (pasal

8), hak pensiun (pasal 9 ). hak hielup yang lal,ah bagi diri sendiri dan keluarga

(pasal 11), hak mendapatkan penclidikan (pasal 13), b) pe{anjian relrrang hak-hak

sipil dan politik (covenant CIn sipil antl politicat rights) -yang meliputi : hak atas



hidup {pasal 6), kebebasarr elan kearnanan diri (i:asai 9)^ l<esarnaan di badan-badan

peraditran (pasai 14), kel:ebasan berpikrr dan bet'agatna (pasal l9), kebebasan

berkun-rptrl secara darnar (pasal21), dan hak berserikat (pasai 22) ( Muladi.2007 :

40 ).

Kini hak asasi rnanrisia mertrbentr& etos dunia banr, dii:tana matntsia

merniiiki Iiak nntuk l:idup, irak atas integritas ciirinva dan hak atas kondisi

kehidupan yatlg layak^ kelrebasan tnengr"rngkapkan siiz]r.r ltati, agama, dan

pernl'ataan pendapat dihonnati, $elnua o1'a1lg sarna dihadapm hukurn, setltua

orang berhak arnbii bagian daiaur rrusan publilk \,ailg rnerulpakan kepedulian

setiap orallg, serta semua bentLrk diskriurrnasr hartis ilitolak. Seperti apa yallg

drungkapkau dalam Utj No. 39 tahrin I999 tentang H.^.it4, Bab ill. pasal 2 bahrva

negara Republik Indonesia rnengakiti dan nrentunung tinggi liak asasi tnanusia

dan kebebasan dasar nranusia sebagai ltak r ang secara kodrati rnelekat pada dan

tidak terpisahkan dari manusia, r'attg hanrs dilindungi. dihorrnati, clitegaklian

derni peningkatan martabat kemanusiaan. kese-iahteraan. kebaliagiaan, kecerdasan

serta keadilan. Setnua 1,ang disetxttkart rtu. tlan masrh batl'ak lagr 1,ang lainnya.

sejalan dengan konsensus luas di selunrlt dunra. i'akri sejak diberlakukan

Deklarasi Hak Asasi rnalusia oleli PBB tahur.r i 948. tinggal bagaiman

amplikasinya dalam keiridLrpan Lrerbartgsa, bemegara. dan kehrdupan sehari-hari

rii tnas_varakat, khususnr a Indonesia.

Deklarasr hak asasi rnanusia itu pada abad kita ini amat bertentang dengan

pemerkosaatr liak asasi nranusia 1'artg terjadi drbeberapa belahan drmia, termasuk

hrdonesia- 1lamun secara terirLrka ada pengakuan dari pernerintah maupiln

rnas--varakat atas otoritas moral bersarna 1:ada dirinya sendiri, sudair rnerupakan

i:ertanda dau harapan rnasa depan hak asasi rnanusia iebih cerah dan dihorrnati.

Secara politik harapan tersebut dapat diperkuat oleh merekahnya fajar dernokrasi

diberbagai belahan dunia (lndonesia) yang di rnasa ialu dicengkeratr oleh rezim-

rezim totaliter clan otoriter, yallg intiuya anti terhadap gerakan-gerakan yang

rnemperjuangkan hak-hak asasi manusia ( Maran,2A07 : 209 ).



I}l). Implementasi l{ak Asasi Manusia di indonesta

Perkernbangan kehidupan )'ang berkelarlritan sanipai saat ini dari realitas

lokal- nasional dan internasional, natnpaknl,a balrrva liak asasi manusia

herkembang seiritg dalain suatu hubungan 1'ang kornpletnenter. L{ak asasi

nanusia sudah berken:bang sebagai suatn tatanan yang semula hanya sebatas

Negara tertenhr, narlull sekarang telah rnenchmia. instrutnen ltak asasi tnauusia

vang alvahrya bersif-at nniversal telah dijadikan cerrnin berbagai ilonna perilaku

vang diteriura secara khnsus oleh sebagaian besar negara-negara di dunia. Asumsi

inilah _v-ang dijadikan dasar diterimanya penryataan/piagarn hak asasi manusia

sedurua iuntversctl tle claratbn cf. humitn right.r) pada tahun I948 oleh baclan

sedunia Perserikatan Bangsa-Ba1tgsa.

Pada perlbukaan dekiarasi LIak Asasi Manusia tersebut ada suatu pengakuau

atas nredabat ),anl;i liakiki dan hak vang salna tanpa diskrirninasi, tidak dapat

dicabut oleh segeilap iunat rnartusia. sekaligus sebagai landasan adanya

kebebasan, keadiian" dan perdarnaian dunia. Niiai-niiai hak asasi rnanusia 1'ang

besifat ruriversal itn, secara teoritis dapat diterirna oleh serlua negara, akan tetapi

pada tataran irnplementasi selalu terdapat perbedaan antara satu negara dengan

negar"a -vang lainnva, karena adanya persepsi/pandangan yang berbeda. Perbedaan

sudut panclang inilah )ralrg lrlengakibatkan inrplen:rentasi dari nilai-tilai uuiversal

lrak asasi rnanusia tidak seragani ( Muladi,2$A7 : 86 ).

Berdasarkan instnrrnen haii asasr rnanusia i*ternasional telah diadopsi oleh

Negara Republik Indcrnesia ke dalam T'ap MPR No. XVil/lr4PRi 1998, IJLJ No. 39

tahun 1999, Perpu No. I tahrm 1999. dan UU No. 26 tal:un 2000. sekarang

tergantuug bagaiinana Prsliticcrl if'lli Pemerintah Republik indonesia untnk

rnelaksanakan secara nrurni dan konsekterl peraturan tersebut. Secara urnunr kita

bersama sudah mernahami bahwa ilegara lndonesia adalah lregara berdasarkan

lruknm, tetapi hukum belutn dapat berperan sebagai Panglirna (rulc ol Lou,).

Sebagar iirstluureu perundang-undangati hak asasi tnanusia supaya

disosialisasikan kepada rnasyarakat agar inasvarakat dapat mengetahui dan



I

bempat,a rnerlgelnllangk:llr saranil-sarillla perdukung agar apa yartg dikanciurrg

dalarn hak asasi r:ianrisi:r rlapat clitaati darr dilaksalakan rtralarit kehicluparr

berbangsa rnaupurl berrnasyarakat. Dengan elernikiair akan berCarnpak parla

perundang-undangan hak asasr lnatuisia ber.ialan secara el'ektil', c-)ieh karena itu

perlu adanya upay-a*upaya penegakan undang-rindang hak asasi m*nusi dengan

tlaik, pelaksanaan dalarn nienuraikan tugas dapat searaii dan senafas rlengatt

bun1,i serta peaat,siran _vang telah elisepakati oleh para perlegak irak asasi rnanusi

dan menuntut par"a pelanggarnya (Flori,'ards dan Rnrnurers (199q) daiam Mular{i,

2Q{}"1 '.87 ). Atau dengan kata lain tialrrva penrndang-undangan hak asasi manusia

srq)ali;r ber.jalan dengan baik dan ef,ektif' ttaka p*urbuatnya, pelaksanan-va dait

penlegang peralrnv;r harus dalarn satu sisteur ke{a, diur ketika lial ini tidak berada

riaiam satn sistem niaka pelaksanaan hak asasi ruanusia dalal kelricltipan

l:erbangsa, bemeg,ara dau bennas-varakat tidah dapat ber.iala dengan baik.

Pelaksanaan hak asasi lnanusia perlu adanya keteiitLran \,,ailg nol'lllaiif dan

komitmen nroral dali pelaksanau.va. Ileraturan norrnatif ini dapat betipa

ketentuan-ketentuan yailg lrlslnuat hak ilan kewaiibat, baili penreriltali illaupull

illasliarakat, sedangkan kornitulen t::oral l>enrpa perjuatgan vanc ti-rlus iklas dan

peduii rneniperjuangkan ltak dan ketaiiban oraug iain sesuar dengan perLrndang-

nri,,lirngarr liak acasi rrrArrrrsia

Ilelakangart ilri petierintah lttdorresia mendapat penilaian ulnlrnl diiri rlutia

Barat, balnva seakatt-akan tidak konsekueu rnelaksanakan hak asasi manusiit.

Penilaian tersebut rnernang tidak semua henar dan jLrga tidak sernua saiah. ctat

bila peiaksalraar) ltali asasr tnanusia tnenggunakan standar iiaral yang bersila

indivrdual, liberal clan kapitalis, sehingga apa yaltg nainpak di Incionesia pastr

belbeda, karetta Indonesia rttengakui arianva irak individri daii irak kolektif)uniunr

mzika hak individu hisa dikesarnpingkan bila dianggap oieh pernerintah

merugikau rnasyarakat banyak. Negara Barat inenekaukan liak s4;ii dan poiitik.

sedangkan negara hidonesia disampurg irak tersebut {politik dan sipiil.luga dirasa



perltilrg nrelitdringi hak ekonrxri ciart budava 1,aug saling kait-mengait lMuladi,

2407 
" 
87 ).

Peuilaian yang rniring clari Negara Barat sering nrengakilratkan terjaditl,,a

ketegarrgan tentang pelaksanaan hak asasi rnanusia tersebut. Namuu larp*<ah yang

terbaik bagi Indonesia tentu tidak bisa menolak lerhadap nilai-nilai universal

clekiarasi HAM vang sudah dilegali.sasi oieh Badan PBB. akan tetapi semaksimal

mungkin nrelaksanakau sesuai dengan budaya-budava dan peraturan vang berlaku

di lndonesia. Serta vang paling pentitg bagi pemenntah adalah inelakukan

gerakan moral kepada seluruh komponen bangsa. bahrva hak asasi rnanusia itu

tnerupakart salah safii prestise ketnanusiaarl .van{r krta harus junjung tiitggr dan

benrpaya untuk tidak melallggarilya, sehing-ua bengsa kita akan rneiniliki niiai

tambah di urata dunia internas,ional.

Secara ulnurr. illemang pelaksanaiin hak asasi rnanusia cli lirdonesia belurn

berjalan seperti valg diarnanatkan oleh deklarasi l)ervan perserikatan Bangsa-

Ilatrgsa lnaupull perundang-nndangan vang sudah diberlakukan oleh pernetintah

Indonesia, namLlll rnengalami i:erubahan ke arah yang lebilr baik ilari

pemeritttahan terdahulu. I{al irri rnungkin juga diakibatkan oleli beberapa fhktor

yaknr : fakti;r ekonomi, budaya. demokrasi, pendidikan, pL-ngaltgguran, keadilan,

Iteseiahteraan, peneilakarr Jruhum dan sebagarn1,a.

Hak Asasi Manrisia dalarn Perspektif Brrda_va Indclnesia

Llak asasi n:anusia tidak ltanl,a universai, tetapr juga kontekshral, HAM

ttruttcuk clalaur kontek sosial tertentu datr berliadapan derigan tantangan-tantangan

tertentu pula. iradaiial paharn irak asasi urarrusia rnnncul pacla zarnan clan dalarrr

lingkringan budal'a tertentu, tepatrrva di Ingglis pada abad ke 17. ketilia akan

rnenrasuki zalllau modern.

I-lak asasi mauusia tidak dinunuskatt sekaligus" nrelarnkan tergantung pada

tantangatt, ancalnail silsiai sehuah konteks tefiefltu. Oleh karena itu, kesadaran

akan hak-hak asasi manusia adalah akibat robohnya rnasyarakat traclisional dal

tnuuculnya tnaslrarakat inodem dan HAh4 banr dapat disadari sesudah stntktur-



stnrktur sosial tradisional l,artg rnelitrtlungi indrvrdu nlaLlplul kehlrnpok-keklrnpok

nlasvarakat tidals lagi berdava tnt-'trberikan -ianrinan keparlil indivirlu darr

keloinpok -vang telalt ambluk (Kotnnashau. 1991 . -:6 ). Selama keittnhan

tnanusia urasilt ter-iamin oleir adat datr strLrktLu'-stnrkiul sosial lainnya- tidak ada

ntat untt& mel"umuskan lahant hak asasi niauusia Natuuu k*tika terjadi

perubahan sosiiil, ili mana individu, kelornpok. golongarr. sirku. agarna yang

tulitxrt'itas tet'aficanl olek kekuasaail negara maupr.lrl kekuatan sosial lainrrya. rnaka

Itak :lsasi rianusia ntakin rnenjadi sarana untuk uren.iarnin keutLrhiirr individu,

keirirtrpok, galongan^ suku, agarna dan ras itu.

Attft:ra kontekstual rian urtiversal irak asasi rranusia setretrarnva tirlak ada

petleltaugan, karena kalau uuiversal menya-ngkLrt isi hali. asasi maurisia,

sedangkau kontekstual menyangkLrt rels\ansi. Hak asasi rnanusra merrlarlg

beriaku universal, akan tetapi dalarn konteks pra-rrioclern keua.jiban itri tidak

relevan karena sudah diiaruin oleit sarana-sfir'ana sosral tradisional Maka dengan

dernikian ada tudtihan bahq,a hak asasi rnanusi mendukung penvebaran

ineliviclualistne. nilnrurt tuclLrhan itn tidak Lrenar" karena sesungguhnva hak asasi

inanusia tnenentallg lahirrrva paltaln indirridualisme. Bahkan hak asasj manusia

adalah stlrara etis dait ltukum iintuk melindingi ilcliviclu. kelonrptik maupun

goiongau l,ang ietnair terlradap kekuatan raksasa ilalarn masl,arakat modern
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Hal seperti itri -juga ber'lakri Lragi Indonesia. karena Iirdonesia sudah laina

bukan lagi sebualt masyarakat h'adisional, cian bukan konsep hak asasi rnanusil

yang nlelnbongl<ar sh'uktur-struktur sosiai lradisjr:nai di Inrionesia. melainkan

proses trtodemisasi sertdiriiah yang utotnbongkarn-va. Proses itu untuk sebagian

tnerupakan ticiak terencana rian tidak terelakkan de*garl petlgarlrh globalisasi"

kornurrikasi, dan perekonomiat:, tetapi untitk setragian sudah terinisrasr oieh

peinerintalxrn koloniai, dan ketnudian secara sadar dipacu oleh seluua

pemerintahan kita.

l0



"ladi trdak benai kita uiasih rrenriliki sebrmh mekanisme sosial yang

kekeluzu'gaar dan gotolrg ro\olrg rang irdak perlu rndn,tdu Indottesra dilinclungi.

Struktur-struktur sosial tradisron:rl trnggal kiilitnr,a sa-ia. tetapi substansinya sudah

msak dan indir.idu berada dalaur keadaan bertraliar a diirancurkan oleli kekuatalr-

kekrratan sosial modem (KOMNASIiA\'1. 1991 '. 58i Dalarn kondisi seperti

itulah hak asasi rnanusia metnarnkan peranan pentrn.u dan ef'ektif r*eiindungi

ruranusia, seeara pribaili. kelonrpok- datt gololuan terhadap kekuatan-kekuatan

sosial raksasa.

Oleh i<arena itu salalr besar kalau hak asasi rnanusia dianggap sebagai tanda

egoisrne, pada hal hak asasi nrannsia sesungguhnva n.ienlpakau tanda solidantas

dan kepedl.rlian sosial dalanr tnasvarakat vang Lrersangkutan Karetta rnenjautin

hak asasi mannsra, berarti tnasyarakat rnenlasalig standar atarL tolak ukur

bagairnatra segenail anggota 1r1as,rr21nlqs1 hanrs diperlakukan adil- entah itu kuat

aiau lernah, rilenang atau kalah. Hak-hak asasi selalu berupar a rnelrndung pihak

yang lemah, mitoritas ctnis, ras. agalna burlava. ekonorni iernah terhadap ;,ang

elit, dan seterusnya. Flak-hak asasi ttu nrerupakau tanrlran rang diberikair oleli

pihak knat kepada pihak 1,ang lernah daiam rnasr,arakat. ri alaupun kau tidak

merniliki kekriatau nalnrm kau tetap akan diberlaktrkal selra_car rralusizi darr tetap

hiclup sesuai dengan ltarkafirtu sebagai tnanusia. Ideahrra hak asasi ruanusia

merupakau saranii utailla untuli tnenjatnin scllidaritas antara rang kuat clan vang

lernah dalarr masyarakat rnodern.

t1



A

BAi] IiI
i)Il\ I 1-t trli L.\l/ I t,'I

-(irnpLrlan

1. Fiak asasi ilrailr.lsr:r rnenrpakatt suritu

lever cliskursus nasiortal rnauprlll

nranrisia vang acla di muka bLrnrr

ilcrt6art lrak asasi rlrilll.rsia

rsu \ ang paling banv-ak dilricarahan parla

inienrasionai. k:rrenii seinakin bant,ak

inr. krni 11tera-ia sansat berkepentingan

2. I} Indonesia sejar Lrelgrilrrnva ret-ortnasi derrgan sLratu harapan balrrva rlapat

terujliilriva pemerintairan var)g clemokratis- d:in utenluu!ung tinggi hak-hak

asasj utanusia rakyat lttciouesia. rialaupun iii tahrin ela relbrrnasi bei'ialan

tranrpaknvrr apa .valtg iliharapkan oieli pe.niuir:: retirnnasr (demokrasi ilarr

I'IAM) beium her.jalan deng:iu baik. nilrrin s,,rilal iebrh baik dan era

sesudahn_va.

3. funplenrentasi [{AM ittternasionai -.epeliiilinr a rri]ak dapat dllaiard<an

sepelruhnya cii Indonesia. rnengrrtgat bti.iarii Liall kerlampuau peinerintah

Juclouesia- sarigat hertleda de uuan T'r.,Jai .t-rle gara 1-renggagas l lAM

inter.traslonal itu sendrri. Oleh kalena rtu rilpieirerltasr IIAVI di Indonesia

setnestin,va clisesualkait dengan sttuasi ,jan kr-,n'.irsr Incionesia. dan ticlak benar

kalau rnelihak pelaksauaan LIAI,1 dt lnri..ne-iia cian kacarllattril\.it Baral.

R. SarRrr

Merigiugai hak asasi manusia itu adalair sesriatlr \ang sangat prinsip dau teiah

didukung eileh ttttdaug-undang itt{ett.irr:rn.ri rnauprut nasronal- rlaka pernerintah

dan baltgsa indonesia sebagai Lra-sia;r .lari bangsa dunia inr rva.jib urenqiiornrati.

rnelaksanakatt sesu;ri deugait ketentuatt 1 arig beriaku seda brrda1,,a-truLlava \iang

aila cii lndc',uesiii. i)engan cii berlakirkanrl\,a undang-undarig HAN4 iuternasttual

l]iaupiltl ltasioital perlerrntalt harLrs berani rnen-eadili para pelangga-r hak asasi

martusii di kidonesra. sejrerti kasus Tartjung Priuk, 27 .luli, Semaitggt i rlan tl.

Aceh. \'attg rlalnpaknla satnpai saat ini l-relurn terselesaikan- dan rnasili banya!:

lagi kasus-kasiis il;\M di lndonesia )'ailg helurn terselesaikan olelr perneliirtair
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